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BAB IV  

PEMBAHASAN 

4.1 Pelaksanaan Penilaian Kinerja Karyawan Dinas Perhubungan 

Provinsi Jawa Barat 

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai penilaian kinerja 

karyawan untuk memperoleh data yang akurat mengenai kedisiplinan, dan 

kinerja karyawan. Penilaian kinerja ini juga memiliki tujuan sebagai dasar untuk 

menentukan kenaikan pangkat, kenaikan upah dan berbagai bentuk kompensasi. 

Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai negeri sipil diatur dalam peraturan 

perundang-undangan pemerintah yang berlaku untuk seluruh PNS di Indonesia. 

Pemprov Jawa Barat telah menerapkan aplikasi TRK untuk mengukur kinerja 

PNS, para PNS harus mengisi laporan harian dalam aplikasi TRK apa saja yang 

dikerjakan sesuai tugasnya dan bagaimana capaiannya. Berdasarkan atas 

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai 

Negeri Sipil (PNS), terdapat dua unsur yang menjadi bahan penilaian kinerja, 

yaitu : 

1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

Setiap pegawai wajib menyusun sendiri sasaran kerja yang ingin 

dicapai, kemudian disetujui oleh pejabat penilai, bobot penilaian 

untuk sasaran kerja pegawai adalah 60%. SKP ditetapkan setiap 

tahun pada bulan Januari. Dalam penyusunan SKP ini terdapat 

beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu : 

a. Kegiatan Tugas Jabatan 

Kegiatan tugas yang akan dilakukan harus sesuai dengan 

tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang secara 

umum telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata 

kerja. 
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b. Angka kredit 

Satuan nilai dari tiap kegiatan yang harus dicapai oleh 

pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang 

bersangkutan ditetapkan dengan jumlah angka kredit yang 

akan dicapai. 

c. Target 

Rencana capaian kegiatan yang akan diwujudkan secara jelas 

sebagai ukuran prestasi kerja, yang meliputi kuantitas (target 

output), kualitas (target kualitas), waktu (target waktu) dan 

biaya. 

2. Perilaku Kerja 

Penilaian perilaku kerja memiliki bobot sebesar 40%. Dengan 

aspek sebagai berikut : 

a. Orientasi pelayanan merupakan sikap dan perilaku kerja PNS 

dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, atasan, 

rekan kerja, unit kerja dan instansi lain. 

b. Komitmen merupakan kemampuan seorang karyawan untuk 

dapat menyeimbangkan antara sikap dan tindakan untuk 

mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan 

kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, 

seseorang, dan atau golongan 

c. Inisiatif kerja yaitu kemauan dan kemampuan untuk 

melahirkan ide- ide baru, cara-cara baru untuk peningkatan 

kerja, kemampuan membantu rekan kerja. 

d. Kerja sama yaitu kemampuan seorang karyawan untuk 

bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan maupun 

instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan. 

e. Kepemimpinan merupakan kemampuan PNS untuk 

memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain demi 

tercapainya tujuan organisasi 
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Penilaian kinerja PNS memiliki bobot masing-masing 60% untuk 

penilaian SKP dan 40% untuk penilaian perilaku kerja yang dilakukan oleh 

Instansi Pemerintah yang menerapkan penilaian dengan mempertimbangan 

pendapat rekan kerja setingkat atau bawahan langsung. 

Berdasarkan pengamatan penulis tentang pelaksanaan penilaian kinerja 

karyawan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, penilaian yang 

dilakukan sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah, menggunakan alat ukur 

penilai kinerja yang disebut Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dengan bobot 

penilaian SKP 60% dan 40% untuk penilaian perilaku kerja. 

Unsur-unsur penilaian kinerja karyawan pada Dinas Perhubungan Provinsi 

Jawa Barat yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No.30 tahun 2019 : 

1. Sasaran Kinerja Pegawai 

Yang dimaksud dengan SKP adalah rencana kerja dan target 

yang akan dicapai oleh seorang pegawai. Pada Dinas 

Perhubungan Provinsi Jawa Barat, pelaksanaan penilaian 

kinerja pegawai sudah berbasis aplikasi online yang 

memudahkan para pegawai dalam melakukan penyusunan dan 

pelaporan kinerja. Karena sifatnya yang online, memudahkan 

monitoring dari mana saja, termasuk dari perangkat mobile 

sekalipun. 

SKP wajib disusun oleh seluruh PNS pada Dinas Perhubungan 

Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan setiap tahun pada bulan 

Januari sesuai dengan rencana kerja instansi yang kemudian 

dinilai oleh pimpinan langsung penyusun SKP. Dalam SKP 

memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai. 

Sehingga setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan 

harus berdasarkan pada tugas, fungsi, wewenang, tanggung 

jawab dan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam Struktur 

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). 

SKP memiliki 3 unsur yang harus dipenuhi, yaitu : 

a. Kegiatan Tugas Jabatan 
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Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, setiap 

kegiatan tugas jabatan harus mengacu kepada rencana 

kerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan 

sasaran organisasi 

b. Angka Kredit 

Satuan nilai yang harus dicapai oleh seorang pegawai. 

Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat misalnya 

seorang pegawai yang dalam SKP nya terdapat tugas 

jabatan yang dilaksanakan dan angka kredit nya. 

Seperti membuat surat ijin (0.005/surat), untuk 

memperoleh angka kreditnya dengan cara mengalikan 

satuan angka kredit dengan target kuantitas (output), 

0.005 x 100 = 0.3. 

c. Target 

Sasaran kinerja pegawai yang akan dicapai harus 

memiliki target yang jelas, meliputi aspek kuantitas 

(target output) dapat berupa dokumen, konsep, naskah, 

laporan dan lain-lain, selanjutnya kualitas (target 

kualitas), waktu dan biaya. Misalnya pada Dinas 

Perhubungan Provinsi Jawa Barat, seorang pegawai 

memiliki target output berupa 2 laporan, dengan target 

kualitas 100, dan target  waktu 12 bulan. 

2. Perilaku Kerja 

Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, penilaian 

perilaku kerja memiliki bobot penilaian sebesar 40%. 

Penilaian perilaku kerja memiliki beberapa aspek sebagai 

berikut : 

a. Orientasi Pelayanan 

Penilaian dalam orientasi pelayanan adalah sikap dan 

perilaku PNS dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, rekan kerja dan atasan dengan sikap sopan. 
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Dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik. 

b. Komitmen 

Pegawai selalu berusaha dan bersungguh-sungguh 

dalam melaksanakan tugasnya dan mengutamakan 

kepentingan kedinasan dari pada kepentingan pribadi. 

c. Kerja sama 

Aktivitas yang termasuk kerja sama adalah mengikuti 

rapat atau briefing yang dilaporkan pada TRK, minimal 

4 laporan dalam 1 bulan disertai dengan bukti 

pendukung seperti dokumen atau laporan resume rapat. 

Selain itu, dinilai juga dari kemampuan melaksanakan 

kerjasama tim dengan baik, dan dapat membantu 

dengan karyawan yang lain. 

d. Inisiatif kerja 

Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, laporan 

aktivitas melaksanakan inisiatif kerja dilaporkan pada 

aplikasi TRK minimal 1 laporan dalam 1 bulan, laporan 

harus disertai bukti pendukung seperti dokumen. 

Inisiatif kerja yang dilakukan adalah kemampuan 

menyelesaikan masalah yang terjadi, memiliki rasa 

inisiatif yang tinggi dalam memberikan ide. 

e. Kepemimpinan 

Yang dinilai dari unsur kepemimpinan pada Dinas 

Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah mempunyai 

target yang ingin dicapai, mampu memberikan motivasi 

pada rekan kerja dan mampu mengingatkan atas tugas 

dan waktu yang diberikan. 

 
Menurut Dessler (2018:8) penilaian kinerja melibatkan tiga proses : 

1. Menetapkan standar kerja 

2. Menilai kinerja actual karyawan secara relative terhadap standar; 
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3. Memberikan umpan balik kepada karyawan dengan tujuan 

berkinerja di atas standar. 

Penilaian pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat tergantung SKP 

masing-masing pegawai PNS yang telah disusun dan dinilai langsung oleh 

atasan dengan cara membandingkan apakah sesuai antara target dan realisasi 

kerja. 

Berikut ini proses penilaian kinerja karyawan pada Dinas Perhubungan 

Provinsi Jawa Barat 

 

Gambar 4.1 Proses Penilaian Kinerja Bagian Kepegawaian & Umum  

Sumber : Bagian Kepegawaian & Umum Dishub Prov. Jawa Barat 

Keterangan gambar di atas, adalah: 

1. Pada awal tahun seluruh PNS diwajibkan untuk menyusun 

sasaran kinerja pegawai atau SKP. Pada Dinas Perhubungan 
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Provinsi Jawa Barat, pelaksanaan penilaian kinerja pegawai 

sudah berbasis aplikasi online yang memudahkan para 

pegawai dalam melakukan penyusunan dan pelaporan kinerja. 

Karena sifatnya yang online, memudahkan monitoring dari 

mana saja, termasuk dari perangkat mobile sekalipun. Dalam 

SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus 

dicapai dalam kurun waktu setahun. Setiap kegiatan tugas jabatan 

yang akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas, fungsi, 

wewenang, tanggung jawab dan uraian tugas yang telah ditetapkan 

dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja. 

2. Setelah penyusunan SKP, pegawai akan meminta 

persetujuan dari pejabat penilai. SKP yang telah disetujui 

pejabat penilai, pejabat penilai kinerja yang dimaksud yaitu 

atasan langsung pegawai yang dinilai. Selanjutnya ditanda 

tangani oleh pejabat penilai dan pegawai yang dinilai. 

Apabila SKP tidak disetujui maka atasan pejabat penilai 

yang akan menyusun kembali SKP. 

3. Setelah pejabat penilai mengesahkan sasaran kinerja 

pegawai, pegawai akan menjalankan tugas-tugas yang harus 

dicapai selama setahun. Pemantauan kinerja juga dilakukan 

oleh pejabat penilai untuk mengamati realisasi SKP dengan 

target SKP, pemantauan dilakukan melalui dokumentasi 

kinerja yang terdapat pada aplikasi TRK. Apabila selama 

pemantauan kinerja terjadi hambatan atau keterlambatan 

pada kinerja PNS, pejabat penilai harus segera mencari 

penyebab dan solusi dari permasalahannya agar dapat 

mencapai sasaran sebagaimana yang telah direncanakan. 

4. Menjelang akhir tahun, pegawai akan membuat laporan 

realisasi capaian SKP dengan dokumen pendukung yang 

telah dilakukan selama setahun. 

5. Pejabat penilai akan melakukan penilaian capaian Sasaran 
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Kerja Pegawai dan menilai perilaku kerja melalui 

pengamatan terhadap pegawai yang dinilai. 

6. Selanjutnya pegawai akan menandatangani dan 

mengesahkan hasil penilaian tersebut. 

7. Selanjutnya hasil penilaian yang telah disahkan pejabat 

penilai akan diberikan kepada atasan pejabat penilai untuk 

ditandatangani atau ditetapkan. Hasil penilaian kinerja 

mulai berlaku sesudah ada tanda tangan dari atasan pejabat 

penilai. 

Untuk membuat sasaran kinerja karyawan, pegawai telah disediakan 

bentuk formulir untuk diisi secara lengkap, berikut ini contoh formulir sasaran 

kinerja pegawai negeri sipil yang bernama Mutia Devy, SS. Dengan pangkat 

Pembina golongan ruang IV/a jabatan Arsiparis Madya, maka SKP yang disusun 

sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Formulir Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sumber : Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 

 

• Kolom pejabat penilai, diisi dengan nama atasan 

pegawai yang dinilai beserta pangkat/gol. Ruang, 

jabatan dan unit kerja. 
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• Kolom sebelah kanan berisi identitas pegawai negeri 

sipil yang dinilai, beserta pangkat/gol. Ruang, jabatan 

dan unit kerja 

• Pada bagian tugas pokok jabatan diisi dengan 

kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan 

uraian tugas yang bersangkutan sesuai jabatannya. 

• Kuantitas, jumlah keluaran (output) yang harus ada 

dalam setiap taget kinerja 

• Waktu, target waktu dari tugas yang harus dicapai. 
 

Tabel 4.2 Penilaian SKP Dinas Perhubungan Provinsi Jawa 

Barat 

 
 

Sumber : Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 

 

Tabel diatas merupakan hasil penilaian SKP pegawai Dinas Perhubungan 

Provinsi Jawa Barat atas nama Mutia Devy, SS, pengisian kolom target 

merupakan data yang ada pada formulir SKP yang telah disusun sebelumnya, 

kolom realisasi diisi berdasarkan penilaian kinerja pegawai yang dilakukan oleh 
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pejabat penilai, pegawai yang dinilai dapat melaksanakan kegiatan tugas 

pembuatan daftar arsip sesuai target yaitu sebanyak 120 daftar arsip, dalam 

waktu 6 bulan dengan perhitungan penilaian SKP adalah sebagai berikut : 

a)  Aspek Kuantitas = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 (𝑅𝑂) 

x 100 
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 (𝑇𝑂) 

= 
120 

x 100 
120 

= 100 

b)  Aspek kualitas = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐾𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 (𝑅𝐾) 

x 100
 

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐾𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 (𝑇𝐾) 

= 
100 

x 100 
100 

= 100 

c)   Aspek Waktu = 
1,76 𝑥 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑇𝑊)−𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑅𝑊)

x0x100
 

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑇𝑊) 

 

 

=  
1,76 𝑥 12−12) 

x 0 x 100
 

12 

= 0,76 

Untuk mengisi kolom penghitungan dengan cara menjumlahkan hasil 

perhitungan aspek kuantitas, aspek kualitas dan aspek waktu. 

 

Setelah itu, kolom nilai capaian SKP didapatkan dari hasil pembagian 

penghitungan dengan jumlah aspek : 276 = 92 
3 

Total nilai capaian SKP diperoleh dari penjumlahan 

92,00+92,00+92,00+ 92,00+92,00+92,00 
= 92,00 (Sangat baik)

 
6 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabel 4.3 Formulir Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 
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Sumber : Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 
 

 

Setelah menghitung nilai SKP, selanjutnya pengisian pada formulir 

penilaian prestasi kinerja dengan menilai perilaku kerja pegawai. Cara menilai 

perilaku kerja dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai terhadap PNS 

yang dinilai, penilaian juga dilakukan oleh rekan kerja di lingkungan unit kerja 

masing- masing. Diperoleh jumlah nilai rata-rata perilaku kerja 37,38, sehingga 

nilai prestasi kerja diperoleh dari penjumlahan nilai SKP dan nilai Perilaku kerja 

55,20 ditambah 37,83 dengan hasil 93,03 (sangat baik) 

 

 

Tabel 4.4 Rating Scale 
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Kategori Nilai 

Sangat Baik 91-ke atas 

Baik 76-90 

Cukup 61-75 

Kurang 51-60 

Buruk 50-kebawah 

 
Berdasarkan uraian diatas dari hasil pengamatan penulis, proses penilaian 

kinerja pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sudah sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah yang ada, dimulai dari penyusunan SKP hingga tindak 

lanjut dan hasil akhir penilaian. 

4.1.1 Metode Penilaian Kinerja Karyawan 

Menurut Werther dan Davis, 1996, terjemahan Dr. H. Suswanto, M.Si, 

(2016:204), terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mengukur 

penilaian kinerja, diantaranya : 

a. Rating Scale 

Metode ini dilakukan oleh penilai terhadap kinerja 

karyawan dengan skala tertentu dari rendah sampai tinggi, 

dengan membandingkan hasil pekerjaan dengan kriteria 

yang dianggap penting terhadap pelaksanaan pekerjaan 

tersebut. 

b. Checklist 

Metode penilaian yang biasanya penilai adalah atasan 

langsung, pada metode ini menggunakan kalimat-kalimat 

atau kata yang menggambarkan prestasi kerja sehingga 

penilai tinggal memilihnya. 

c. Metode Peristiwa Kritis 

Metode ini didasarkan pada catatan-catatan penilaian yang 

memperhatikan perilaku karyawan yang sangat baik atauj 

jelek pada saat pelaksanaan kerja. 
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d. Metode Peninjauan Lapangan 

Pada metode ini, dimana tenaga ahli yang diwakili dari 

personalia turun kelapangan dan membantu para atasan 

langsung dalam penilaian mereka. Tenaga ahli dari 

personalia mendapatkan informasi khusus dari atasan 

langsung tentang prestasi kerja karyawan. 

e. Metode Evaluasi Kelompok 

Penilaian biasanya dilakukan oleh atasan langsung dan 

kegunaan dari penilaian kelompok ini untuk pengambilan 

keputusan kenaikan upah, promosi dan berbagai bentuk 

penghargaan organisasional karena dapat menghasilkan 

ranking karyawan dari yang terbaik sampai terjelek. 

Adapun metode penilaian kinerja karyawan yang dilakukan Dinas 

Perhubungan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pengamatan penulis adalah 

metode Rating Scale dan metode peninjauan lapangan. 

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menggunakan metode ini, dengan 

membandingkan hasil pekerjaan karyawan dengan factor-faktor yang dianggap 

penting dalam pelaksanaannya, seperti pada SKP dan penilaian juga dilakukan 

berdasarkan rekan kerja di lingkungan unit kerja masing.masing 

4.1.2 Tujuan Penilaian Kinerja 

Menurut Kasmir (2016:200) dalam buku yang berjudul “Manajemen 

Sumber Daya Manusia Teori dan Praktik” tujuan penilaian kinerja antara lain: 

1. Untuk memperbaiki kualitas pekerjaan 

Dengan dilakukannya penilaian terhadap kinerja, maka 

manajemen perusahaan akan mengetahui dimana kelemahan 

karyawan. 
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2. Keputusan Penempatan 

Bagi karyawan yang dinilai kinerjanya ternyata kurang mampu 

untuk menempati posisinya sekarang maka perlu dipindahkan ke 

bagian lain. 

3. Perencanaan dan Pengembangan Karier 

Mereka yang mengalami peningkatan kinerja maka akan 

dilakukan promosi jabatan atau kepangkatan sesuai dengan 

peraturan perusahaan. 

4. Kebutuhan latihan dan pengembangan 

Bagi karyawan yang memiliki kemampuan atau keahlian yang 

kurang, perlu diberikan pelatihan, agar mampu meningkatkan 

kinerjanya, tujuannya untuk mendongkrak kinerja karyawan agar 

lebih baik. 

5. Penyesuaiam Kompensasi 

Penilaian kinerja digunakan untuk kepentingan penyesuaian 

kompensasi adalah bagi mereka yang kinerjanya meningkat maka 

akan ada penyesuaian kompensasi. 

6. Inventori Kompetensi pegawai 

Dengan dilakukan penilaian kinerja terhadap seluruh karyawan 

untuk beberapa periode, maka perusahaan memiliki simpanan 

data karyawan. Data-data dan informasi ini merupakan data dan 

informasi mengenai kompetensi, skill, bakat, potensi seluruh 

karyawan 

7. Kesempatan kerja adil 

Bagi mereka yang memiliki kinerja baik, akan memperoleh balas 

jasa atas jerih payahnya atas meningkatkan kinerja 

8. Komunikasi efektif antara atasan dan bawahan 

Atasan akan dapat mengoreksi bagaimana seharusnya melakukan 

komunikasi yang baik terhadap bawahan satu persatu 
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9. Budaya Kerja 

Artinya denga nada penilaian kinerja maka akan terciptanya 

budaya yang menghargai kualitas kerja. 

10. Menerapkan Sanksi 

Di samping memberikan berbagai keuntungan bagi karyawan, 

penilaian kinerja juga merupakan sarana untuk memberikan 

hukuman atau kinerja karyawan yang menurun. 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, tujuan penilaian kinerja pada 

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sudah sesuai dengan teori yang ada 

yaitu untuk mengetahui keberhasilan atau ketidakberhasilan, tercapainya target 

atau tidak dari seorang Pegawai Negeri Sipil, serta sebagai salah satu syarat 

dalam Usul Kenaikan Pangkat oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), 

kenaikan gaji dan sebagai pertimbangan menentukan mutasi kepegawaian. 

4.2 Hambatan dalam Penilaian Kinerja 

Menurut Sutrisno (2016:210) berikut beberapa kesalahan yang sering 

terjadi dalam penilaian kinerja karyawan, yaitu : 

1. Kesamaan dengan penilai 

2. Bias 

3. Hallo effect 

4. Hubungan jabatan 

5. Penilaian rata-rata 

Berdasarkan teori tersebut dan hasil pengamatan penulis pada 

pelaksanaan penilaian kinerja di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, 

adanya penilaian rata-rata atau memberikan nilai tengah pada seluruh karyawan. 

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menerapkan SKP online yang telah 

diresmikan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar pada bulan April 

2019, dengan sosialisasi singkat melalui dokumen yang dipublikasikan kepada 

seluruh pegawai, sehingga terjadinya hambatan sebagai berikut : 

1. Kurang pahamnya pegawai terhadap SKP online dan terjadinya 

kesalahan teknis pada saat upload data pengunggahan laporan 
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kerja, seperti kesalahan jaringan. 

2. Kurangnya kedisiplinan dalam melakukan absen yang 

seringkali mempengaruhi terhadap penilaian 

4.3 Solusi Dalam Mengatasi Hambatan 

Solusi dalam mengatasi masalah yang terjadi pada proses penilaian kinerja 

karyawan di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah dengan 

mengadakan pelatihan kepada seluruh pegawai Dinas Perhubungan Provinsi 

Jawa Barat, program pelatihan yang dilaksanakan selama 14 hari kerja dan 

memberikan sosialisasi mengenai cara penggunaan aplikasi TRK atau SKP 

Online. Pelatihan ini ditujukan untuk menghasilkan pegawai yang mampu 

menggunakan SKP online dan melakukan penguploadan kinerja pada aplikasi. 

Selain itu Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat juga perlu meningkatkan 

kualitas pada perangkat sistem yang digunakan serta adanya motivasi dari 

pimpinan. 

 


